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Ll;napuluh Kota, Pddek—Delapan i
“fraksj di DPRD Kabupaten Limapu-
‘luh Kota menyatakan dapat meneri-
mad dah menyetujui Rancangan Per-
aturan Daerah (Ranperda) téntang
Pertariggungjawaban Pelaksanaan

APBD Tahtn' Anggaran 2022 menja- - -

di Pe:aturan Daerah (Perda) namun
dengan beberapa catatan. - -

. Hal itu digampaikan masing-
masmg jurubicarafraksi dalarragen- -
da penyampaikan pendapat akhir

fraksi-fraksi pada rapat paripurna

RD yang berlangsung di ruang ¢ &

sidang DPRD setempat Iumat (21/7)
Ml

Meskipunke delapanﬁa:kmyang ‘

‘ada di lembaga DPRD Kabupaten
Limapuluh Kota itumenyatakan da-
pat menerima dan menyetujui Ran-.
perdalKPj APBD Tahun Anggaran
2022 ditetapkan menjadi Perda, na-
mun ke delapan fraksi tersebut mem-
“berikan catatan kepada Pemerintah
‘Kabupaten Limapuluh Kota untuk
- ditindaldanjut. ;

Seperti halnya dlsampalf uru bi-
‘Cara Fraksi Partai Gerindra, Khairtl

-Apit, menyatakan bahwa, setelah
merangkum darijawaban bupati ten-
tang Pandangan Umum Fraksi, Ha-
“sil Pansus I, IT dan [l serta Rekomen-;
dasi dari Banggar, makaFraksi Partai
Gerindra dalam sidang paripurna ini
‘menyampaikan beberapa catatan-
dan evaluasiterhadap Ranperda Per-
tanggungjawaban Pelaksanaan AP-
BD Tahun Anggaran 2022 antaralain
tentang hasil Pemeriksaan BPK-RI
terhadap LKPD Kabupaten Limapu-
luh Kota Tahun Anggaran 2022 den-
gan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

i e

(WTP )

Kabupaten Limapuluh Kota Tahun
Anggaran 2022 dalam hal pengelo-

laan Keuangan daerah. Fraksi Partai

Gerindra menekankan kepada Pe-

: merintah Daerah memperbaiki dan
f menyempurridkan ditahun berikut-
“nya, ujar Kairul Apit: -~ =~
~ Setelahmelakukan pembahasan .
_'yang cukup panjang, maka tragedi
-akhir Tahiun 2022 yaitu adanya gagal

“bayar terkuak kepermukdan yang

disebabkan oleh tidak tercapainya

target Pendapatan.

Karena tidak telcapdmyd target
PAD danterjadinyakesalahan mana-
jemenkasdaerah, kepada Bupati di-
harapkan kejadian ini cukup sekali
terjadi danlakukan evaluasi total ter-

- hadap ASN dan OPD yang berkiner-

ja buruk terkait terjadinya kondisi
gagal bayarini.
Khairul Apit menyebut, realisasi

: PAD! hanya 71%. (82,5 Miliyar) dari
target sebesar115 Miliyar: atausetdra

dengan 6,7% dari total- pendapatan
daerah di APBD Tahun 2022. Untuk
itu Fraksi Partai Gerindra meminta
kepada Bupati untuk membentuk
Satgassus penertiban dan penagihan

"PAD. Kemudian melakukan uji petik
di semua potensi PAD dcngan meli-

batkan Instansi vertikal.
tharapkan, semua ploses per-
encanaan dan penagihan sumber
PAD dilakukan dengan menggu-
nakan aplikasi elektronik untuk
menghindari potensikebocoran dan
permainan oknum yang tidak ber-

: “Seudakhyahdluu dapatmcn]a-
- di tolak nkuratas keberhasilandan .
_ . kelemahan kinerja dari Pemerintah .

kan bahwa sesuai data yang ada’ di
dalam. Ranperda LPP. APBD Tahun
2022 i 1.m, masih banyak papan: rek

hatian khusus dan perlu diberikan

: perla.kuan yang sama.

Kemudianpendtausahaanpdjak
MBLBB belum memadai dan lapo-
ran hasil produksi belum maksimal
yang mengakibatkan kekurangan
penerimaan sekitar 3,1 miliar
. “Realisasi Pajak MBLBB daritar-
gethanya 51,47%, bahkan untuk pa-
jak pasir dan krekel hanya tercapai
4,05%. Fraksi Partai Gerindra men-
yarankan kepada Bupati untuk
membentuk petugas juru sita atau
tagih, agar peningkatan PAD di Ta-
hun 2023 dan seterusnya bisa mak-
simal,’ jelas Khairul Apit. .

Ia jugamenyorotsoal rekrutmen

- pegawai PSKserta penempatan yang

tidak terlebih melalui sebuah proses

“analisa atau kajian yang matang.

Jumlah yang diusulkan, sepertinya
tidakberpedoman pada angkakebu-
tuhan, sehingga berakibat terjadi

/K‘emudiah terkait PAD daripajak -
mineral bukan logam dan bebatuan -
* (MBLBB), juga perlu menjadi per- *

penumpukan pegawal P3K di beber-
apatempat, bupem NAKES atau ten-

] . .aga kesehatan di Puskesmas Maek
agl yang mencapa:ita; getdan ~
ment bdgl ycmg tidak menca- "«

Kecamatan Buk;l( Barisan dan Koto

Genndla juga mcmpu -
menilai tidak adanya
aukondisi pasti tentang
yegawai THL di Limapuluh
aat konsultas1 ke kementeri-
t soal kepegawalan, ‘sebagai
atubentuklang,kdh atauupaya
ke rnernpnontaskan THIL
leksi penerimaan P3K, seh-

' mgga dapatmengantisipasi tindakan

" untuk merumahkan atau mernber-

-~ hentikan para THL tersebut.”

Pada pandangan umum penda-
patakhir fraksitersebut, Khairul Apit
juga meminta kepada bupati agar
mengevaluagi pejabat yang tidak
bertanggung jawab, seperti pro-
gram pengembangan 20.000 lahan
jagung realisasinya sangat sedikit,
bibit jagung yang diperoleh dari
bantuan Dinas Pertanian telah
banyak membuat petani jagung
gagal panen seperti contoh di daer-
ah Halaban. Bahkan banyak bibit
jagung bantuan itu yang tidak di-
tanam atau dimanfaatkan oleh para
petani.

Dxpenghu]ung penyampaian-
nya, Khairul Apit mempertanyakan
soal pupukyang telah membuatpet-
anitaktahuharus berbuat apa untuk
melangsungkan usahanya.” Sebagai
contoh petanijeruk yang dulunya
sempat menjadi salah satt’ prodak
unggulan daerah, dan sekarang akan
menuju tinggal nama. (rid)



